
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

KESIMPULAN 

 

1) Upaya hukum yang diajukan debitor kepada kreditor terhadap pelaksanaan eksekusi lelang 

hak tanggungan pada prinsipnya tidak dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak 

tanggungan. Debitor hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak 

tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau 

perjanjian pengikatan hak tanggungan. Perlawanan yang diajukan debitor kepada kreditor 

untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan menyebabkan 

kreditor tidak mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak 

tanggungan.   

2) Ratio Deecidendi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

2859K/PDT/2011 adalah restrukturisasi kredit didasarkan pada kesepakatan antara kreditur 

dengan debitur yang yang sifatnya tidak memaksa. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui 

adanya restrukturisasi maka restrukturisasi kredit tidak terjadi sehingga dengan demikian 

tidak adanya restrukturisasi kredit tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak 

tanggungan.   
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